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Menimbang

Mengingat

BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR OB TAHUN 2018

TENTANG
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintah
Desa;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964
tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba
Tapanuli Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo.
Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahur. 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1099);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan
BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:

‘ Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

L
2.

3.

SJI

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah
daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.



10.

11.

12.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
Pemerintahan.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas
dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Dese. yang selanjutnya disebut APB Desa adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintah desa.

. Perangkat Desa adalah yang memenubhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala

Desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya.

Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan
pemerintahan desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama
Kepala Desa.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka atau seseorang
yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas
dalam jabatan negeri atau disertahi tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan
yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.



Pasal 3

Penyelenggarasn pemerintahan desa berdasarkan asas:
kepastian hukum;

tertib penyelenggaraan pemerintahan;
tertib kepentingan umum;
keterbukaan;

proporsionalitas;

profesionalitas;

akuntabilitas;

efetivitas dan efisiensi;

kearifan lokal;

keberagaman; dan

partisipatif.
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Pasal 4

Pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa.

Bagian Kesatu
Kepala Desa
Pasal 5

(1) Kepala Desa dipilih melalui pemilihan kepala desa.

(2) Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah.

(3) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat

(4)

Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f.  membina kehidupan masyarakat desa;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;

h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar

e e
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mencapai perekonomian skala procuktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat desa;

mengembangkan sumber pendapatan desa;

megusulkan dan menerima pelinpahan sebagian kekayaan negara guna
meningkatkan kesejahteraan masyarzkat desa;

mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

memanfaatkan teknologi tepat guna;

. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk
mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a.
b.
C.

mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;

mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;

menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang
sah, serta mendapat jaminan kesehatan,;

mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat
desa.
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(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa

berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal
Ika;
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparans,
professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan
nepotisme;
menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
mengelola keuangan dan aset desa;
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
dan
memberikan informasi kepada masyarakat desa.
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Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 Kepala Desa wajib:

a.

b.

menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun
anggaran kepada Bupati melalui Camat;

menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan
kepada Bupati melalui Camat;

memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada
BPD setiap akhir tahun anggaran; dan

memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara
tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

Kepala Desa dilarang:

a.
b.

merugikan kepentingan umum,

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain
dan/atau golongan tertentu;

menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;

melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat
tertentu,

melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa;

melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari
pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya,;

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang menurut peraturan
perundang-undangan;



(1)

(2)

(1)

(3)

merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan;

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan
kepala daerah,;

melanggar sumpah/janji jabatan; dan

meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang
jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8
Kepala desa yang melanggar larangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai
sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan
dengan pemberhentian tetap.

Bagian Kedua
Perangkat Desa
Pasal 9
Perangkat Desa terdiri atas:
a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Kewilayahan; dan
c. Pelaksana Teknis.
Perangkat Desa berkedudukan sebagai Unsur Pembantu Kepala Desa.

Pasal 10
Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas membantu
kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah
dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab
kepada kepala desa.

Pasal 11
Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dapat dibantu oleh unsur staf
sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi
pemerintahan.
Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga)
bidang urusan.

Pasal 12
Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas
kewilayahan.
Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana
kewilayahan vang dibutuhkan dan kemampuan keuangan.

Pasal 13
Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas
operasional.
Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3
(tiga) seksi.



Bagian Ketiga
Persyaratan Perangkat Desa
Pasal 14

Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

a.
b.
¢
d.

€.

(1)

(3)

berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajad;

berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;

berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
pengadilan;

sehat jasmani dan rohani;

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;

memahami sosial budaya masyarakat desa;

tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;

tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa dari PNS
Pasal 15

Perangkat desa sebagai sekretaris desa yang berasal dari pegawai negeri sipil,

pengangkatan dilaksanakan sama dengan pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis

melalui seleksi, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa melalui
seleksi;

b. kepala desa melakukan konsultasi dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk
mengenai pengangkatan perangkat desa;

c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan rekomendasi tertulis yang memuat
mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa;
dan

d. rekomendasi tertulis Bupati dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan
perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Perangkat desa sebagai sekretaris desa dari pegawai negeri sipil yang memenuhi

persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat;

b. mempunyai pengetahuan teknis pemerintahan;

c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan
pembangunan;

e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan

f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina

Kepegawaian.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan

sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak
sebagai pegawai negeri sipil.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa dari

pegawai negeri sipil diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kelima
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa yang tidak berasal dari PNS
Pasal 16
(1) Perangkat desa sebagai sekretaris desa yang tidak berasal dari pegawai negeri sipil,
pengangkatan dilaksanakan sama dengan pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis
melalui seleksi, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa melalui
seleksi;

b. kepala desa melakukan konsultasi dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk
mengenai pengangkatan perangkat desa;

c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan rekomendasi tertulis yang memuat
mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa;
dan

d. rekomendasi tertulis Bupati dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan
perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Larangan Perangkat Desa
. Pasal 17

Perangkat desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang meguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,
dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat
tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa;

f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari
pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;

g. menjadi anggota atau pengurus partai politik;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

.. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa,

‘ anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan,;

j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan
kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang
jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

—

Pasal 18
(1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
dikenrai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan
dengan pemberhentian tetap.



BAB III
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
Pasal 19

Organisasi pemerintah desa dibentuk berdaserkan pertimbangan:

a.
b.
C.
d.

kewenangan pemerintah yang dimiliki desa;
karakteristik, potensi dan kebutuhan desa;
kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
ketersediaan sumber daya.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai fungsi:

a.
b.
c,

(1)
(2)

penyelenggaraan urusan pemerintahan,
penyelenggaraan urusan pembangunan; dan
penyelenggaraan urusan kemasyarakatan.

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi Pemerintah Desa
Pasal 21
Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.
Sekretariat desa terdiri dari 3 (tiga) urusan, meliputi:
a. urusan tata usaha dan umum;
b. urusan keuangan; dan
C. urusan perencanaan.
Sekretaris desa sebagai unsur staf membantu kepala desa dan memimpin sekretariat
desa.
Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan, yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Kepala urusan dalam menjalankan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan
dikoordinasikan oleh sekretaris desa.
Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa
vaitu Desa Swasembada, Swakarya dan Swadaya.
Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling banyak terdiri atas 3 (tiga)
urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan
perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan,
dan urusan keuangan.

Pasal 22
Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan
unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
secara proporsional antara pelaksana Kkewilayahan yang dibutuhkan dengan
kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik,
geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, Kewajiban Perangkat Desa
Paragraf 1
Sekretaris Desa
Pasal 23
Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi
pemerintahan.

A



(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa

mempunyai fungsi:

a. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat
menyurat, arsip, dan ekspedisi.

b. melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat desa,
penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

c. melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan,
administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan
lembaga pemerintahan desa lainnya.

d. melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan
laporan.

Paragraf 2
Kepala Urusan
Pasal 24

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan

administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan
ketatausahaan diantaranya tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan
ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana
perangkat desa dan Kkantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan
diantaranya pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa
lainnya.

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan  urusan
perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring
dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 3
Pelaksana Kewilayahan
Pasal 25
Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas
kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di
wilayahnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan
kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
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Paragraf 4
Kewajiban Perangkat Desa
Pasal 26

Perangkat Desa wajib:

a.

o Qoo

S B g T4

(1)
(2)

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah Desa;

mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparans,
professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang baik;

membina kehidupan masyarakat desa;

membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

membina pengembangan sumber pendapatan desa;

mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 27
Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan
pemantapan pelaksanaan program baik dalam lingkup pemerintah desa maupun
dengan instansi pemerintah yang lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Desa.

BAB YV
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
Pasal 28
Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan sesuai
peraturan perundang-undangan.
Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dan
perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dan
perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan
lainnya yang sah.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 29
Perangkat desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
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(2)

(3)

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

berhalangan tetap;

. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;

melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan

. tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa.

Pemberhentlan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan,;
Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib
dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk rekomendasi
tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Rekomendasi tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

mo a0

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 30

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi
dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
karena :
a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan

atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan;
c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan
kepada jabatan semula.

Pasal 31

Kepala Desa dan perangkat desa mengenakan pakaian dinas dan atribut pada saat
melaksanakan tugas.

(1)

(2)

(3)

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32
Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap
melaksanakan tugas sampai habis msasa tugasnya berdasarkan surat keputusan
pengangkatannya.
Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodenisasi
yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat
diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal

BUPATI TAPAN T,
%SON NABXBAN
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 2t~ (t- Joxd
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-
NIKSON NABABAN
Diundangkan di Tarutung

“ .pada tanggal 2t -t - Jo\8
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

—

EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2018 NOMOR o8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (8/156/2018)
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